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	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL 2018/2019

	PELAKSANA AKADEMIK MATA KULIAH HUKUM PIDANA

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL

	

	Mata Kuliah
	:
	Hukum Pidana
	Kode MK
	:
	KUM 202 (KH 201) 

	Mata Kuliah Prasyarat
	:
	-
	Bobot MK
	:
	3 sks

	Dosen Pengampu
	:
	Endik Wahyudi S.H.,M.H,
	Kode Dosen
	:
	7559

	Alokasi Waktu
	:
	Tatap muka 14 x 140 menit, teoretis dan tidak ada praktik

	Capaian Pembelajaran
	:
	1. Mahasiswa mampu memahami secara teoritis dasar-dasar hukum pidana, apa itu ilmu hukum pidana dan teori-teori pemidanaan.
2. Mahasiswa memahami 3 masalah dasar didalam hukum pidana (tindak pidana, pertaggungjawaban pidana dan sanksi pidana)

	
	
	

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	1

	Mahasiswa mampu memahami apa itu hukum pidana, tujuan hukum pidana, fungsi hukum pidana, 
	Pengantar :

Topik perkuliahan, sumber bacaan,kontrak kuliah, penilaian dan pengertian umum tentang dasar-dasar hukum pidana.
	1. Metode contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard 
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip)
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)

	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	2


	Mahasiswa mampu menjelaskan/ memahami apa itu asa legalitas, sejarah dan makna asas legalitas. 
	Pertemuan ke-2: membahas tentang asas legalitas, sejarah dan makna asas legalitas.
	1. Metode contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip)
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Menguraikan makna asas legalitas yang berlaku di KUHP.  

	3


	Mahasiswa memahami apa itu tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. 
	Tentang Tindak Pidana. 
	1. Metode contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip)
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)

	Mampu menguraikan apa yang dimaksut dengan tindak pidana, apa unsur tindak pidana.

	4

	Menjelaskan dan memaparkan tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, 
	Pertanggung-jawaban Pidana.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip)
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Mahasiswa memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana 

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	5


	Mahasiswa mampu memahami tentang apa itu kesalahan secara luas.
	Tentang Kesalahan (dolus dan culpa)
	1. Metode contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip)
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Mahasiswa mampu Menjelaskan apa itu kesalahan.

	6


	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis sanksi pidana yang ada di dalam pasal 10 KUHP.
	Pidana dan Pemidanaan.
	1. Metode contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Mahasiswa mempu menguraikan jenis-jenis sanksi pidana. Dan teori-teori pemidanaan

	7


	Mahasiswa memahami dengan benar apa itu alasan penghapus pidana, serta dalam hal bagaimana seseorang tersebut di hapuskan pidananya.
	Alasan Penghapus Pidana.
	1. Metoda :: contextual instruction.(diskusi kelompok dan bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Memaparkan alasan-alasan penghapus pidana yang ada di dalam maupun di luar KUHP

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
	SUMBER 
PEMBELAJARAN
	INDIKATOR
PENILAIAN

	8


	Mahasiswa mampu menganalisis tempat terjadinya suatu tindak pidana dan kapan terjadinya, mampu menentukan kopetensi pengadilanya dan daluwarsa penuntutanya.
	Tempus Delikti dan Locus Delikti 
	1. Metoda :: contextual instruction.(diskusi kelompok dan bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Menganalisis tempat terjadinya tindak pidana dan waktu terjadinya tindak pidana, sehingga mengetahu kopetensi pengadilan dan mengetahui daluwarsa penuntutan.

	9


	Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur percobaan dalam tindak pidana.
	Percobaan dan Penyertaan
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Mampu menjelaskan dengan baik dalam hal bagaimana delik itu dikategorikan percobaan maupun delik selesai.

	10


	Mahasiswa mampu memahi apa itu perbarengan melakukan tindak pidana, dan tau cara merumuskan penjatuhan pidananya.
	Perbarengan Melakukan Tindak Pidana
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Mahasiswa dapat Menguraikan dalam hal bagaimana terjadi perbarengan tindak pidana, syarat dan tau cara merumuskan penjatuhan pidanya.
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	11


	Mahasiswa dapat memahami pengertian penyertaan.

	Penyertaan
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang, Yayasan Sudarto & Fakultas Hukum Undip) 
2. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
3. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
4. KUHP (kitap undang-undang hukum pidana)
	Menguraikan tentang klasifikasi pelaku tindak pidana dan hukumannya.

	12


	Mahasiwa memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana.
	Dasar Pemberat Pidana.
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana.

	13


	Mahasiswa mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.
	Pengulangan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive
	1. Metoda contextual instruction (ceramah, tanya jawab, bedah kasus)
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.

	SESI
	KEMAMPUAN

AKHIR
	MATERI 

PEMBELAJARAN
	BENTUK PEMBELAJARAN
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PEMBELAJARAN
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	14

	Mahasiswa memapu memahami apa saja yang menjadi dasar penghapus penuntutan dan menjalankan pinda.
	Hapusnya Kewenangan Melakukan Penuntutan dan Menjalankan Pidana.
	1. Metoda contextual insruction
2. Media : kelas, komputer, LCD, whiteboard
	1. Barda Nawawi Arie, Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut (Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2012)
2. Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana (Yogyakarta, Cahaya atma pustaka, 2015)
3. Eva Achjani Zulfa. Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2013)
	Menguraikan dengan baik syarat-syarat hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana.

	

	EVALUASI PEMBELAJARAN

	

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	1
	Progress test dan Post test
(UTS)
	Tes lisan dan tulisan
	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana dengan baik dan benar. Serta mampu mengetahui sejarah hukum pidana indonesia 
	Mahasiswa Mampu Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana.
	Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana hanya tidak dengan koperhensif,
	Tidak mampu Menjelaskan pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana hanya tidak dengan koperhensif,
	Tidak menjawab (tidak mampu menguraikan)
	5 %


	2


	Post test 

(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa mampu Menguraikan makna asas legalitas, sejarah serta dasar filosofisnya yang berlaku di KUHP,   
	Mahasiswa mampu Menguraikan makna asas legalitas, sejarah serta dasar filosofisnya yang berlaku di KUHP,   
	Mahasiswa mampu Menguraikan makna asas legalitas hanya sebatas mengutip pasal 1 KUHP
	Mahasiswa tidak mampu Menguraikan makna asas legalitas, sejarah serta dasar filosofisnya yang berlaku di KUHP dengan benar   
	Tidak mampu menguraikan (tidak menjawab)
	5 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	3
	Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan apa itu tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pembagian tidak pidana dengan baik dan benar
	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan apa itu tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pembagian tidak pidana dengan baik dan benar
	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan apa itu tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, sebatas deskripsi singkat dan tidak lengakap
	Mahasiswa tidak mampu memahami dan menjelaskan apa itu tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pembagian tidak pidana dengan baik dan benar
	Tidak mampu menjawab.
	5 %

	4


	Post test
(UTS dan tugas)
	Tes tulisan 
	Mahasiswa memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana dengan baik dan benar.
	Mahasiswa memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana dengan baik dan benar.
	Mahasiswa memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana hanya sebatas deskripsi yang sederhana.
	Mahasiswa memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana secara kurang tepat
	Tidak mampu Mampu menjelaskan dan memahami tentang apa itu pertanggungjawaban pidana, dan dalam hal bagaimana seseorang tidak bisa dipertangungjawabkan secara pidana dengan baik dan benar.
	5 %

	5

	Post test
(Tugas dan tugas)
	Tes tulisan 

	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar secara kurang tepat
	Tidak mampu Menjelaskan syarat-syarat daluwarsa penuntutan secara tepat dan benar.
	10 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	6
	Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa mampu Menjelaskan apa itu kesalahan dengan baik dan benar.
	Mahasiswa mampu Menjelaskan apa itu kesalahan dengan baik dan benar.
	Mahasiswa mampu Menjelaskan apa itu kesalahan dengan baik dan benar.
	Menjelaskan apa itu kesalahan secara kurang tepat
	Tidak menjawab atau tidak mampu menjelaskan seara benar apa itu kesalahan.
	5 %

	7


	Progress test dan Post test
(UTS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa mempu menguraikan apa itu pidana, jenis-jenis sanksi pidana. Dan teori-teori pemidanaan secara tepat.
	Mahasiswa mempu menguraikan apa itu pidana, jenis-jenis sanksi pidana. Dan teori-teori pemidanaan secara tepat.
	Mahasiswa mempu menguraikan apa itu pidana, jenis-jenis sanksi pidana. Dan teori-teori pemidanaan secara tepat.
	Mahasiswa mempu menguraikan apa itu pidana, jenis-jenis sanksi pidana. Dan teori-teori pemidanaan secara kurang tepat.
	Tidak mampu menjawab.
	5 %

	8


	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan


	Mahasiswa mampu menjawab dan menganalisis tempat terjadinya suatu tindak pidana dan kapan terjadinya, mampu menentukan kopetensi pengadilanya dan daluwarsa penuntutanya dengan baik.
	Mahasiswa mampu menjawab dan menganalisis tempat terjadinya suatu tindak pidana dan kapan terjadinya, mampu menentukan kopetensi pengadilanya dan daluwarsa penuntutanya.
	Mahasiswa mampu menjawab dan menganalisis tempat terjadinya suatu tindak pidana dan kapan terjadinya, mampu menentukan kopetensi pengadilan.
	Mahasiswa tidak mampu menjawab dan menganalisis tempat terjadinya suatu tindak pidana dan kapan terjadinya, tidak mampu menentukan kopetensi pengadilanya dan daluwarsa penuntutanya secara kurang tepat
	Tidak menjawab, tidak mampu menguraikan.
	5 %

	SESI
	PROSE-DUR
	BEN-TUK
	SEKOR > 77 

( A / A-)
	SEKOR  > 65

(B- / B / B+ )
	SEKOR > 60

(C / C+ )
	SEKOR > 45

( D )
	SEKOR < 45

( E )
	BOBOT

	9


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mampu menjelaskan dengan baik dalam hal bagaimana delik itu dikategorikan percobaan maupun delik selesai beserta contoh kasusnya.
	Mampu menjelaskan dengan baik dalam hal bagaimana delik itu dikategorikan percobaan maupun delik selesai.
	Mampu menjelaskan dengan baik dalam hal bagaimana delik itu dikategorikan percobaan maupun delik selesai.
	Mampu menjelaskan dengan baik dalam hal bagaimana delik itu dikategorikan percobaan maupun delik selesai dengan kurang tepat.
	Tidak menjawan/tidak menjelaskan.
	5 %

	10


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa dapat Menguraikan dalam hal bagaimana terjadi perbarengan tindak pidana, syarat dan tau cara merumuskan penjatuhan pidanya secara benar dan contoh kasus.
	Mahasiswa dapat Menguraikan dalam hal bagaimana terjadi perbarengan tindak pidana, syarat dan tau cara merumuskan penjatuhan pidanya.
	Mahasiswa dapat Menguraikan dalam hal bagaimana terjadi perbarengan tindak pidana, syarat dan tau cara merumuskan penjatuhan pidanya.
	Mahasiswa dapat Menguraikan dalam hal bagaimana terjadi perbarengan tindak pidana, syarat dan tau cara merumuskan penjatuhan pidanya kurang tepat.
	Tidak menjelaskan (tidak menjawab)
	5 %

	11


	Post test
(UAS dan tugas )
	Tes tulisan 
	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang klasifikasi pelaku tindak pidana dan hukumannya dengan mendasarkan pada KUHP dan teori dengan baik.
	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang klasifikasi pelaku tindak pidana dan hukumannya dengan mendasarkan pada KUHP dan teori dengan baik.
	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang klasifikasi pelaku tindak pidana dan hukumannya dengan mendasarkan pada KUHP dan teori dengan baik.
	Mahasiswa mampu Menguraikan tentang klasifikasi pelaku tindak pidana dan hukumannya dengan mendasarkan pada KUHP dan teori kurang tepat
	Tidak menjawab.
	5 %

	12


	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan 
	Mahasiwa memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana.
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat.
	memahami dan dapat menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan benar
	memahami dan menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat kurang tepat
	Tidak mampu memahami dan menguraikan Dasar Pemberat Pidana dengan tepat.
	5 %

	13


	Post test
(Tugas dan tugas)
	Tes tulisan 
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar
	Membuat mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar disertai contoh kasus.
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive dengan benar
	mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive kurang tepat
	Tidak mampu mampu menjelaskan apa itu Pengulagan Tindak Pidana (recidive): pengertian, dasar hukum recidive.
	 10 %
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	Post test
(UAS dan tugas)
	Tes tulisan 
	Menguraikan dengan baik syarat-syarat hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana.
	Menguraikan dengan baik syarat-syarat hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana.
	Menguraikan dengan baik syarat-syarat hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana.
	Menguraikan dengan baik syarat-syarat hapusnya kewenangan penuntutan dan menjalankan pidana secara kurang tepat.
	Tidak menjawab
	5 %

	KOMPONEN PENILAIAN



	Kelas reguler
	
	
	Kelas paralel

	1. Kehadiran : 20%

2. UTS : 30 %

3. UAS : 30%

4. Tugas : 20%


	
	
	1. Kehadiran : 20%

2. UTS : 30 %

3. UAS : 30%

4. Tugas : 20%



	VERIFIKASI RPS
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